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Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2018 disusun sesuai dengan:

1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/P0JK.03/2014 tanggal 18 November 2014
tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015
tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober
2006; dan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/P0JK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2018 terdiri dari:

VI.

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku
2018;

Struktur Konglomerasi Keuangan;

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan
pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LIK) dalam
Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir
(ultimate shareholders);

Struktur kepengurusan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai
Entitas Utama dan LUK dalam Konglomerasi Keuangan;

Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi,
mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Timur Tbk sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
No.13/SEQJK.03/2016 tanggal 17 Maret 2017



LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
SELAMA TAHUN BUKU 2018

Entitas Utama : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Posisi Laporan  :JUNI 2018

Hasil Penilaian Sendiri
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat Definisi Peringkat

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata
Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin
dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata
3 Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan
prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut
cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas
Utama dan/atau LJK.

Analisis

Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan paling kurang sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/P0OJK.03/2014 tanggal 18 Nopember

2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan,

yaitu dengan kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Kekuatan:

a. komponen struktur tata kelola terintegrasi telah terpenuhi;

b. proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah mulai dilakukan sesuai
dengan pedoman tata kelola terintegrasi;

c. laporan hasil pelaksanaan kegiatan tata kelola terintegrasi telah disampaikan
kepada Direksi Entitas Utama.

2. Kelemahan:

a. pedoman tata kelola terintegrasi perlu dilakukan pengembangan sehingga
materi yang terkandung di dalamnya dapat lebih komprehensif;

b. proses yang dilakukan masih dalam tahap awal, sehingga memerlukan evaluasi
dan kajian agar nantinya proses yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif;

c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal maupun
eksternal saat ini sedang dalam proses dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata
kelola perlu ditingkatkan lagi untuk menciptakan good corporate governance
dalam konglomerasi keuangan.

PT Bank Jatim selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan PT BPR
Jatim untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Koordinasi yang dilakukan
adalah untuk perbaikan-perbaikan pada implementasi tata kelola terintegrasi,
antara lain adalah peningkatan fungsi pengawasan, fungsi kepatuhan, dan

manajemen risiko secara terintegrasi.




2. Entitas Utama : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
Posisi Laporan  : DESEMBER 2018

Hasil Penilaian Sendiri
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat Definisi Peringkat

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata
Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin
dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata

3 Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan

prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut

cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari

Entitas Utama dan/atau LK.

Analisis

Pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah dilakukan paling kurang sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/P0OJK.03/2014 tanggal 18 Nopember
2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan,
yaitu dengan kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Kekuatan:

a. komponen struktur tata kelola terintegrasi telah terpenuhi;
proses pelaksanaan tata kelola terintegrasi telah mulai dilakukan sesuai
dengan pedoman tata kelola terintegrasi;

c. laporan hasil pelaksanaan kegiatan tata kelola terintegrasi telah disampaikan
kepada Direksi Entitas Utama.

2. Kelemahan:

a. pedoman tata kelola terintegrasi perlu dilakukan pengembangan sehingga
materi yang terkandung di dalamnya dapat lebih komprehensif;

b. proses yang dilakukan masih dalam tahap awal, sehingga memerlukan evaluasi
dan kajian agar nantinya proses yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif;

c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal maupun
eksternal saat ini sedang dalam proses dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata
kelola perlu ditingkatkan lagi untuk menciptakan good corporate governance
dalam konglomerasi keuangan.

PT Bank Jatim selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan PT BPR
Jatim untuk pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Koordinasi yang dilakukan
adalah untuk perbaikan-perbaikan pada implementasi tata kelola terintegrasi,
antara lain adalah peningkatan fungsi pengawasan, fungsi kepatuhan, dan
manajemen risiko secara terintegrasi.




Il. Struktur Konglomerasi Keuangan
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(Entitas Utama)
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(Perusahaan Terelasi)

Struktur kepemilikan saham yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi

pemegang saham LIK sampai dengan pemegang saham pengendali terkahir

(ultimate shareholders)

1. Struktur Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Thk

No. Nama Jumlah saham Prosentase
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7.676.913.648 51,27%
Pemerintah Kota/Kabupaten se- 4.257.234.334 28,43%

Jawa Timur
3 | Masyarakat 3.040.443.400 20,30%
JUMLAH 14.974.591.382 100%




2. Struktur Kepemilikan Saham BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur

No. Nama Jumlah Saham Prosentase
1 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur 3.603.803 87,92%
2 | Kota Surabaya 1.980 0,05%
3 | Kabupaten Pacitan 32.250 0,86%
4 | Kota Probolinggo 15.000 0,37%
5 | Kabupaten Magetan 11.960 0,29%
6 | Kota Pasuruan 32.686 0,80%
7 | Kabupaten Pasuruan 5.600 0,14%
8 | Kota Kediri 3.250 0,08%
9 | Kabupaten Trenggalek 4.000 0,10%
10 | Kabupaten Gresik 2.010 0,05%
11 | Kabupaten Blitar 500 0,01%
12 | Dana Pensiun Pegawai Bank Jatim 11.510 0,28%
13 | Kabupaten Bangkalan 22.900 0,56%
14 | Kabupaten Lumajang 14.900 0,36%
15 | Kabupaten Banyuwangi 80.009 1,95%
16 | Kabupaten Nganjuk 8.649 0,21%
17 | Kabupaten Tulungagung 6.000 0,15%
18 | Kabupaten Ngawi 983 0,02%
19 | Kabupaten Pamekasan 35.000 0,85%
20 | Kabupaten Probolinggo 20.000 0,54%
21 | Kabupaten Ponorogo 833 0,02%
22 | Kabupaten Bojonegoro 180.000 4,39%

JUMLAH 4.093.823 100%




IV.  Struktur Kepengurusan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
(Entitas Utama) dan BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur (Perusahaan Terelasi)
dalam Konglomerasi Keuangan

1. Struktur Kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dewan Komisaris
Jabatan Nama
Komisaris Utama Akhmad Sukardi
Komisaris (Independen) Rudi Purwono
Komisaris Independen Candra Fajri Ananda
Komisaris Budi Setiawan
Direksi
Jabatan Nama
Direktur Utama R. Soeroso
Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Su’udi
Direktur Operasional Rudie Hardiono
Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Tony Sudjiaryanto
Direktur Kepatuhan & Human Capital Hadi Santoso
Direktur Manajemen Risiko Risyana Mirda
Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha

2. Struktur Kepengurusan BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur

Dewan Komisaris

Jabatan Nama
Komisaris Utama Dr. H. Rasiyo, M. Si
Komisaris Thonyono Yoso Utomo, S.E., M.M
Komisaris Drs. Tri Dharma, M.M
Direksi
Jabatan Nama
Direktur Utama Subawi, S.E., M.M
Direktur Operasional Purnomo Hadi Winarto, S.E., M.M
Direktur Pemasaran Bambang Rushadi, S.E., M.M
Direktur Umum Drajat Sunaryadi, S.H., M.M
Direktur Kepatuhan Sugeng Hariyanto, S.E., M.M., Ak. CA




V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK
MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP

A. Pengantar

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan
mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh
eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan
usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi
Keuangan (Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 570/4308/021/2015 tanggal 5 Pebruari
2015) wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi
intra-grup secara terintegrasi.

B. Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksiintra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara
langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi
keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian
tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

C. Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan
prinsip kehati-hatian.

2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan
dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa
Keuangan (LJIK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LIK lainnya
dalam satu konglomerasi keuangan.

D. Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan modal antar LIK dalam konglomerasi keuangan.

2. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LIK dari LIK
lain dalam konglomerasi keuangan.

3. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan
off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen.
Pembelian atau penjualan aset kepada LIK lain dalam satu konglomerasi keuangan.

5. Laba dalam satu konglomerasi Keuangan

E. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup
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Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama wajib:

1.

F.

Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk
konglomerasi keuangan secara keseluruhan.

Melakukan monitoring transaksiintra-grup konglomerasi keuangan secara berkala
dan menyusun laporan berkala.

Bertindak sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam
memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai
pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota
konglomerasi keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh
konglomerasi keuangan dari transaksi intra-grup.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi dan Dewan

Komisaris Entitas Utama wajib memastikan penerapan manajemen risiko transaksi

intra-group pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

a.
1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko intra-group
Mengevaluasi Kebijakan manajemen risiko intra-group

Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi Entitas Utama dan memberikan arahan
perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup secara
berkala

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Menyusun kebijakan manajemen risiko intra-group

Mengevalusi dan/atau mengkinikan strategi manajemen risiko intra-group
Memberiakn Rekomendasi atas usulan terkait penerapan manajemen risiko intra-
group kepada LIK dalam konglomerasi keuangan

Mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko intra group secara efektif kepada
organisasi dalam konglomerasi keuangan

Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko
transaksi intra-grup

Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen
risiko intra-group kepada Dewan komisaris secara berkala

Memastikan efektifitas pengelolaan SDM dengan cara :



9)

10)

11)

12)

2.

Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan
yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan
penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam
memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko
transaksi intra-grup.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program
pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat
risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance), dan
kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko intra-group telah dilaksanakan
secara independen.

Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap
proses manajemen risiko intra-group secara berkala.

Menetapkan prosedur dan alata untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor,
dan mengendalikan risiko intra-group.

Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko
intra-group

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada

kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar

Manajemen Risiko Terintegrasi.

1)

2)
3)

4)

5)

Pengertian Risk Appetite dan Risk Tolerance

Risk Appetite adalah Tingkat Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai
sasaran secara terintegrasi. Risk Tolerance adalah maksimum tingkat risiko yang
bersedia diambil. Antara Risk Appetite dan Risk Tolerance harus sejalan dengan
strategi bsinis,profil risiko dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.
Kebijakan

Kebijakan manajemen risiko intra-group perlu ditetapkan untuk mendukung
efektifitas penerepan manajemen risiko terintegrasi dimana paling sedikit memuat:
Penetapan risiko intra-group yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi
Keuangan

Perumusan strategi Manajemen Risiko intra-group

Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi manajemen
risiko intra-group

Penetapan strategi dan kerangka risiko intra-group sesuai dengan tingkat risiko yang
akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance)

Penetapan metode penilaian tingkat risiko intra-group
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6) Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case
scenario)
7) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen risiko intra-
group
8) Penetapan strategi manajemen risiko intra-group harus memperhatikan prinsip
umum dan faktor-faktor lain
c. Prosedur
Prosedur manajemen risiko intra-group merupakan penjabaran dari kebijakan
manajemen risiko intra-group yang sedikit memuat :
1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan
manajemen risiko transaksi intra-grup.
2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap
dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail).

d. Penetapan limit transaksi intra-group
Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-
grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib

melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) yang bersifat signifikan secara terintegrasi,

dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang

memadai.

a. ldentifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1) Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.

2) Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.

3) Identifikasi informasi lainnya.

b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat
risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama waijib
menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota
konglomerasi keuangan.

Berikut ini adalah parameter pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh
profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

| Pengukuran | Parameter | Rasio Atau Indikator | Penilaian
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Risiko Inhern

Dalam menetapkan
tingkat risiko inheren,
Entitas Utama harus
melakukan analisis
secara komprehensif
dengan menggunakan
seluruh indikator
kuantitatif dan kualitatif
yang relevan.
Mencakup 3 aspek
yaitu:

Komposisi transaksi
intra-grup dalam
konglomerasi keuangan.

Dokumentasi dan
kewajaran transaksi.

Informasi lainnya.

Total transaksi intra-group

Total Aset

Total transaksi intra-group termasuk
intra group off Balance Sheet

Total Modal

Total Aset LIK dalam KK dari
Transaksi Intra-Group

Total Aset LIK Tersebut

Total Kewajiban LJK dalam KK dari
Transaksi Intra-Group

Total Aset LIK Tersebut

Total Pendapatan LJK dalam KK dari
Transaksi Intra-Group

Laba Bersih LIK Tersebut

Total Biaya LJK dalam KK dari
Transaksi Intra-Group

Laba Bersih LIK Tersebut

Eksposur kepada pemegang saham
pengendali (termasuk eksposur
pinjaman dan off-balance sheet
seperti jaminan dan komitmen)
Eksposur yang timbul dari
penempatan aset nasabah kepada
perusahaan lain dalam satu grup

Dokumentasi Perjanjian
Pemenuhan Kewajaran Transaksi
Dampak Transaksi kepada kinerja
keuangan LIK

Terdapat sentralisasi manajemen
terkait dengan likuiditas jangka
pendek.

Dukungan intra-grup tidak mengikat
secara hukum dan/atau tidak dapat
dieksekusi.

Operasional transaksi dimana satu
perusahaan bertindak dengan atau
atas nama dari perusahaan lain
dalam satu grup.

Penyediaan jasa manajemen dan
jasa lainnya seperti kegiatan back-
office antar perusahaan dalam satu
grup.

Pembelian atau penjualan aset
kepada perusahaan lain dalam satu

grup.

Low

Low to
Moderate
Moderate
Moderate to
High

High

Kualitas
Penerapan
Manajemen
Risiko

Pengukuran
pelaksanaan kualitas
penerapan manajemen
risiko terintegrasi.
Mencakup 4 aspek,
yaitu:

Penetapan tingkat Risiko transaksi
intra-grup yang akan diambil oleh
Konglomerasi Keuangan dan
toleransi Risikonya sejalan dengan
sasaran strategis dan strategi bisnis

Strong
Satisfactory
Fair

Marginal
Unsatisfactory
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Pengawasan Dewan
Komisaris dan Direksi.
Kecukupan kebijakan,
prosedur, dan
penetapan limit risiko
transaksi intra-grup.
Kecukupan proses
identifikasi,
pengukuran,
pemantauan, dan
pengendalian risiko
serta sistem informasi
manajemen risiko
transaksi intra-grup.
Sistem pengendalian
internal yang
menyeluruh terhadap
penerapan manajemen
risiko transaksi intra-

grup

Konglomerasi Keuangan secara
keseluruhan

Awareness dan pemahaman Dewan
Komisaris dan Direksi Entitas Utama
mengenai manajemen Risiko
transaksi intra-grup Konglomerasi
Keuangan

Budaya Risiko transaksi intra-grup
dalam Konglomerasi Keuangan dan
internalisasi budaya Risiko pada
seluruh LK dalam Konglomerasi
Keuangan

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris
dan Direksi Entitas Utama secara
keseluruhan untuk Risiko transaksi
intra-grup

Fungsi Manajemen Risiko transaksi
intra-grup pada LJK dalam
Konglomerasi Keuangan memiliki
tugas dan tanggung jawab yang jelas,
serta telah berjalan independen
Strategi Risiko transaksi intra-grup
Konglomerasi Keuangan dan
kesesuaiannya dengan tingkat Risiko
yang akan diambil dan toleransi
Risiko transaksi intra-grup
Konglomerasi Keuangan

Terdapat kebijakan, prosedur, dan
limit Risiko transaksi intra-grup
Konglomerasi Keuangan untuk
seluruh area manajemen Risiko
transaksi intra-grup Konglomerasi
Keuangan yang diterapkan dan
dipahami

Proses manajemen Risiko transaksi
intra-grup oleh LJK dalam
Konglomerasi Keuangan dalam
mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan
Risiko transaksi intra-grup
Terdapat Sistem Informasi
Manajemen Terintegrasi (SIMT)
untuk Risiko transaksi intra-grup
Konglomerasi Keuangan sehingga
menghasilkan pelaporan Risiko
transaksi intra-grup Konglomerasi
Keuangan secara keseluruhan yang
komprehensif dan terintegrasi
Pemenuhan sumber daya manusia
pada LJK dalam Konglomerasi
Keuangan baik dari sisi kuantitas
maupun kompetensi pada fungsi
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manajemen Risiko transaksi intra-
grup

Sistem pengendalian intern dalam
mendukung pelaksanaan
manajemen Risiko transaksi intra-
grup Konglomerasi Keuangan
Pelaksanaan kaji ulang secara
independen (independent review)
untuk Risiko transaksi intra-grup
oleh SKAIT baik dari sisi metodologi,
frekuensi, maupun pelaporan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Entitas Utama

Hasil kaji ulang independen terhadap
penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi untuk Risiko transaksi
intra-grup

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil
kaji ulang independen untuk Risiko
trabnsaksi intra-grup

Berikut merupakan pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat

pada matriks berikut ini.

Hasil Penilaian Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
;:;Eﬂgkm Tinghat Strong Satisfactory Fair Marginal | Unsatisfactory
Peringkat Lo Low Low Low to Moderate Muoderate
Risiko il Muoderate
Inheren Low to Low Low to Low to Moderate Muoderate to
moderate Moderate Moderate High
Voderat Low to Low to Moderate Maderate to | Moderate to
Loderye Moderate Moderate High High
Moderate to Low ta Moderate Moderate 1o | Moderate to | High
high Moderate High High
High Moderate Moderate U{Jr&’e; ate to | High High
High
c. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1)

2)
3)
4)
d.

Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan
profil risiko terintegrasi.

Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.

Kewajaran transaksi intra-grup.

Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko intra-group

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1)
2)
3)

e.

Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.

Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.

Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang
berlaku.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko

transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

14



VI.

1. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen
risiko transaksi intra-grup.

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada

pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko

Terintegrasi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa timur Tbk wajib melaksanakan sistem
pengendalian internal risiko transaksi intragroup secara menyeluruh dan efektif
dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:

1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-
undangan.

2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna,
dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

3) Dikomunikasikannya informasi keuangan dan manajemen kepada pihak yang
berkepentingan.

4) Memastikan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi konglomerasi
keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan
penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan
prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.

5) Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-group.

6) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) menyampaikan laporan audit intern
terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan
terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama
serta Direktur yang membawahkan satuan kerja atau fungsi kepatuhan Entitas
Utama.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk TAHUN BUKU 2018

e Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana
dimaksud pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017
tanggal 17 Maret 2017

A. Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance

1. Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam anggaran dasar
dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan
sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/P0OJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
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Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan
kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisiaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau
hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan
Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan
Publik pada periode berikutnya.

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut.

. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau
Perusahaan Publik.

Memenuhi persyaratan Komisaris Indpenden sebagaimana diatur dalam peraturan
yang berlaku.

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupung tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Keberadan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong
terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran
(fainess) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan
pemegang saham minoritas serta stakeholders lainnya.

Komposisi Dewan Komisaris Bank Jatim tahun 2018, terdiri dari:

Jabatan Nama
Komisaris Utama (Independen) Akhmad Sukardi
Komisaris Budi Setiawan
Komisaris Independen Rudi Purwono
Komisaris Independen Candra Fajri Ananda

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan Bank

Indonesia dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur Kepatuhan berpedoman pada
POJK Nomor 46/P0OJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank
Umum.

Hingga tanggal 31 Desember 2018, susunan Direksi Bank Jatim mengalami penggantian

pengurus melalui RUPSLB yang dilaksanakan pada tangggal 15 Juni 2018 vyang

menghasilkan susunan Diresksi sebagai berikut :
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Jabatan Nama

Direktur Utama R. Soeroso

Direktur Bisnis Menengah & Korporasi | Su’udi

Direktur Operasional Rudie Hardiono

Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Tony Sudjiaryanto

Direktur Kepatuhan & Human Capital Hadi Santoso

Direktur Manajemen Risiko Rizyana Mirda

Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris, antara lain adalah:

A. Persyaratan umum:

Warga Negara Indonesia yang:

1.
2.
3.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan
pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;

4. Sehat jasmani dan rohani;

6.

. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-

tindakan yang tercela di bidang perbankan;
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;

B. Persyaratan khusus :

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan

khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut dituangkan dalam keputusan
RUPS.
C. Persyaratan lainnya:

1.

Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
Proper Test).

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi, antara lain adalah:

A.
1.

Persyaratan umum:

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi

persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a.
b.
C.

mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

cakap melakukan perbuatan hukum;

dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1) tidak pernah dinyatakan pailit;

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
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3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang selama menjabat:

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

b) pertangungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada RUPS; dan

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan,
atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Ketentuan persayaratan calon yang dapat diangkat sebagai Direksi tersebut di atas
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
pasar modal di Indonesia.

B. Persyaratan khusus:

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang

rincian dari persyaratan khusus tersebut dituangkan dalam keputusan RUPS.

C. Persyaratan lainnya :

1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
Proper Test).

2. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai
dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.

Independensi Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan
keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris,
Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Mayoritas anggota Dewan Komisaris
tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh
anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota
Dewan Komisaris dan Direksi.

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi (hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua) dengan

anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham
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Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain adalah:

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan
Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam
Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada
pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank
secara umum serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan
perundangundangan yang berlaku. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka
Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran
Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank
kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dan/atau
pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan;

3. Menetapkan dan mengevaluasi rancangan operasional dan non operasional Bank
serta menetapkan kebijakan dan keputusan strategis;

4. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan;

5. Mewakili dan bertindak atas nama Bank dalam melakukan penandatanganan
kerjasama, menghadiri acara dan hal-hal lain yang terkait dalam aktivitas penting
yang diperlukan;

6. Menyetujui dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan/atau pihak
eksternal yang terkait lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

1. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

1) Komite Audit

a. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite Audit
e Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan
Heru Santoso Ketua (Komisaris Utama/ Independen)
Soebagyo Anggota (Komisaris Independen)
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Wibisono Anggota (Komisaris Independen)

Herry Hendarto Anggota (Pihak Independen)

Nurhadi Anggota (Pihak Independen)

Dalam rangka penyegaran, Pengangkatan anggota Komite Audit berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Nomor 053/194.2/KEP/DIR/SDM tentang Susunan Komite PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2015 — 2018, kemudian diubah dengan
Surat Keputusan Direksi Nomor 056/111/DIR/SDM/SK tentang Perubahan Susunan
Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Periode 2015 — 2018

b.

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang
akutansi, keuangan, hukum dan perbankan.

Seluruh anggota Komite Audit bersifat Independen, baik terhadap Direksi maupun
Auditor Internal (SKAI). Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak
independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang
Saham atau hubungan dengan Bank Jatim yang dapat mempengaruhi kemampuan
bertindak Independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada

Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yangdisampaikan oleh Direksi

dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta

melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Komite Audit dan Internal Audit Charter.

Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1.

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan
pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.

Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit
yang berlaku.

Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal,
akuntan publik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memberikan
rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan
pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang
berkaitan dengan emiten atau Perusahaan Publik.

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Membuat dokumen kerja Komite Audit (Audit Committee Charter).
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8. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan,
karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugasnya.

9. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana butir 8 diatas, Komite Audit wajib
bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Intern.

10. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi
wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan unit kerja terkait
dan berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Nomor
046/07/SK/DK/BPD/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Pedoman Kerja dan Self
Assessment Komite Audit bank.

c. Frekuensi rapat Komite Audit

e Selama tahun 2018 Komite Audit dilaksanakan sebanyak 6 kali rapat yang
kesemuanya telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat. Dalam
melakukan tugas dan tanggung jawabnya, telah diatur dan tertuang dalam aturan
internal Komite Audit.

e Data kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit tahun 2017 adalah
sebagai berikut:

Jumlah
Nama Jumlah Rapat . %
Kehadiran
Soebagyo 6 6 100
Herry Hendarto 6 6 100
Nurhadi 6 2 33

Program kerja yang dilaksanakan Komite Audit Tahun 2018

1. Melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018 dan
pelaksanaannya serta informasi lainnya.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam ran